Menimbang

Mengingal

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LEBONG,

bahwa pajak daerah merupakan salah salu sumber
pendapatan yang penting bagi daerah dalam rangka
pelaksanaan olonomi daerah yang luas, nyala dan
bertanggungjawab;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka pengelolaan pajak daerah dan relribusi
daerah dialur kembali secara lebih tegas dan jelas
disertai dengan adanya penambahan jenis pajak yang
menjadi kewenangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hurul a dan huruf b, perdu membentuk
Peraluran Daerah lenlang Pajak Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1867 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 189);



10.

Undang-Undang MNomor 18 Tahun 1897 tenlang
Penagihan Pajak dengan Sural Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1897 Momor 199_?
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2000 Tentang Perubahan Alas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Penaghan Pajak
Dengan Sural Paksa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 MNomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887),

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 lentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4340),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);,
sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2008
lentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerniniahan Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Noemor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara R ' '
o 48033 g epublik Indonesia



11.

12,

13.

14,

135.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang
Pembagian Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah KabupatenfKota (Lembaran Megara Republk
Indonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4737).

Peraluran Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfatan Isentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010
Momor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161},

Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Eerda_lt.f.arkan
Penetapan Kepala Daerah alau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 tahun 2010

tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang tidak
dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan;

Paraturan Menteri Keuangan Nomor 148 tahun 2010
tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang tidak
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU PATEN LEBONG

dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

< A

Daerah adalah Kabupaten Lebong;
Pemerintah Pusat, yang selanjulnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerinlahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daesrah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Lebong;
Pejabat adalah pegawai yang diberi lugas tertentu di bidang perpajakan

daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21,

22,

Pajak Daorah, yang solanjutnya disebul Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daorah yang torutang oloh orang pribadi atau badan yang bersifal
moemaksn  bordasartkan  Undang-Undang, dengan idak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan unluk keperluan Daerah bagi
sobesar-besamya kemakmuran rakyal,

Badan adalah sekumpulan orang danfatau medal yang merupakan
kesaluan, bnk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha ynng meliputi perseroan torhatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persckuluan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk konlrak invesiasi koleklif dan bentuk usaha tetap,
Pajak Hotel adalah pajak alas pelayanan yang disediakan oleh hotel;

Holal adalah fasilitas penyedia jasa penginapunfpnriﬁiirahman termasuk
jasa terkail lninnya dengan dipungul bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, qubuk pariwisala, wisma parwvisala, pesanggrahan, rumqh
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dari 10 (sepuluh),

Pajak Resloran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran,

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa bogalcatering;

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;

Hiburan adafah semua jenis lontonan, pertunjukan, permainan, danfatau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran,

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame,

Reklame adalah benda, alat, perbualan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya  dirancang  unluk ujuan  komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, alau untuk menarik perhatian umum
tlerhadap barang, jasa, orang, alau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umurm;

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan lenaga listrk, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam

didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang

mineral dan batubara;
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air

tanah.
Air Tanah ndalah air yang lerdapat dalam lapisan tanah atau baluan i

bawah permukaan tanah;
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan

danfatau pengusahaan sarang burung walet;
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yailu collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi,
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24.
25.
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28.

29,

30.

31,
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33.

34.

35.

J6.

37.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, danfatau dimanfaalkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
pemghunan. perhutanan, dan pertambangan;

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayah kabupalen/kota,

Bangunan adalah konstruksi leknik yang dilanam atau dilekalkan secara
telap pada tanah dan/alau perairan pedalaman danfatau laul,

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjulnya disingkat NJOP, adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,
dan bilamana lidak lerdapal transaks| jual beh, NJOF ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, alau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan
hak atas tanah danfalau bangunan,

Perolehan Hak atas Tanah danfatau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi alau Badan,

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, besera bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak;

Waijib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemolong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

Masa Pajak adalah jangka waklu 1 (salu) bulan kalender atau jangka wakiu
lain yang diatur dengan Peraturan Bupatl paling lama 3 (liga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang:

Tahun Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuall bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender;

Pajak yang lerutang adalah pajak yang harus dibayar pada sualu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
cesuai dengan ketenluan peraluran perundang-undangan perpajakan
daerah;

Pemungutan adalah sualu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang lerutang
sampai keglatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyelorannya,

Syral Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkal SPTPD,
adalah surat yang cleh Wajib Pajak digunakan unluk melaporkan
penghilungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak danfatau bukan
objek pajak, danfatau harta dan kewajlban sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Sural Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjulnya disingkal SPOP,
adalah sural yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan obek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah;



38

39.

40,

41.

42.

43.

44,

45

46.

47,

48,

49,

Sural Setoran Pajak Daerah, yang sellanjutns,m disingkat SSHPD. daedna!::
bukli pembayaran atau penyeloran pajak yang telah d1_lalm Er‘- d E:ah
menggunakan formulir alau tefah dilakukan dengan cara lain ke kas dae

melalul tempal pembayaran yang ditunjuk pleh Bupali,

Surat Keletapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah

surat ketetapan pajak yang menenlukan besarnya jumiah pokok pajak yang
terutandg; _
Surat gemberitahuan Pajak Terutang. yang selanjuinya ﬂl‘:‘-'f‘iﬂ!‘ii‘*f SFPT-
adaliah surat yang digunakan unluk memberitahukan besarnyd Pajak “,m;::
dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan yang terulang kepada Waj
Pajak; _ p——
Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjulnya dising ﬂh
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya I'-"'”'E‘k
pokok pajak, jumlah kredil pajak, jumliah kekurangan pembayaran poko
paiak, besarnya sanksi administralif, dan jumiah pajak yang masih harus
dibayar, |
Sural Keletapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjulnya
disingkat SKPDKBT, adslah sural keletapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan, o
Sural Keletapan Pajak Daerah Mihil, yang selanjutnya dlsmgka{ SKPDN,
adalah sural ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak;
Surat Ketelapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkal
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumiah kredit pajak lebih besar dari pada pajak
yang terutang alau seharusnya lidak terutang,
Sural Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
sural untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dar/atau denda,
Surat Keputusan Pembelulan adalah sural kepulusan yang membelulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertenlu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang lerdapal dalam Surat Pemberntahuan Pajak Terulang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Sural Ketelapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Kelelapan _F‘;iah Daerah Kurang Bayar Tambahan, Sural Ketelapan
Pajqk D'aera!‘l Nitwl, Sural Keletapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Sural Kepulusan Pembetulan, atau Sural
Keputusan Keberatan,
Sural Kepulusan Heberralan adalah surat keputusan alas keberatan
terhadap Sural Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keletapan Pajak
Daerah, Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Sural Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Kelelapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Eetatapan Pajak Daerah Lebih Bayar, alau terhadap
Eﬁwga” atau pemungulan oleh pihak keliga yang diajukan oleh Waijib
Putusan Banding adalah pulusan badan peradi : ,
lerhadap Surat Kepulusan Keberatan yang dg?uiif:leiaﬁ:'s Pl Tndmg
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan - ISLEAia,
untuk mengumpulkan data dan inf an yang dilakukan secara teratur
kewajiban, modal, penghae.naann éln”rﬂ?;f; k:?ﬁgg-a" ;" ?.,“?_' meliputi harta,
- A jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang alau jasa, yang dilutup dengan menyusun laporan



50.

51.

9.

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi unluk periode Tahun Pajak
lersebut,

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, kelerangan, dan/atau bukli yang dilaksanakan secara objektf d“'_"_'
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguj
kepaluhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah danfalau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketenluan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, :
Penyidikan tindak pidana di bidanq perpajakan daerah adalah serangkaan
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik unluk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti ilu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan lersangkanya.

Isenlif Pemungutan Pajak dan Relribusi Daerah yang selanjutnya disebut
Isentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai PE”Q':'*“Q'_EM
atas kinerja tertentu dalam melaksankan pemungutan pajak dan retribust.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur jenis Pajak Daerah sebagai berikut :

TTFamean oo

(1)
(2)

(3)

- Pajak Hotel:

. Pajak Resloran:

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalam;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan;

- Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB Il
PAJAK DAERAH

Bagian Kesalu
Fajak Hotel

Pasal 3
Dengan nama Pajak Holel dipungut pajak alas setiap pelayanan hotel,

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang
sifalnya memberkan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas
clahraga dan hiburan;

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas
telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, selerika

'I{Iaﬂsllmﬂﬂsi- dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelols
olel;



{4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah: aat o
a. jasa lempal linggal asrama yang diselenggarakan cleh Pemerintah alau

Pemerintah Daerah’ :
b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
¢ jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, ,
d. jasa tempal tinggal di rumah sakit, asrama perawal, panli jompo, panti

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan . 5
e. jasa biro perjalanan alau perjalanan wisala yang diselenggarakan O
Hotel yang dapal dimanfaatkan cleh umunm.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel,

(2) Wajib Pajak Holel adalah orang pribadi alau Badan yang mengusahakan
Holel,

Pasal §

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada Holel

Pasal 6
Taril Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 7

(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
larif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah:
(3) Masa pajak adalah jangka waklu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Pajak Resloran

Pasal 8
(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan restoran:
(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran-
{(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana di
yan . maksud pada ayat (2
meliputi pelayanan penjualan makanan danfatau minuman F;rang Eikn(n;

umsi oleh pembeli, baik di i di ;
lain; pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat



(4)

(n

(2)

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan yang disediakan cleh Restoran yang nilai penjualannya
tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (Salu Juta Rupiah) perbulan.

Pasal 9

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membel
makanan dan/alau minuman dar| Resloran;

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi alau Badan yang
mengusahakan Restoran.
Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumiah pembayaran yang dilerima alau
yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran diletapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

(1

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Besaran pokok Pajak Restoran yang lerutang dihitung dengan cara
mengalikan taril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah

Masa Pajak adalah jangka waklu yang lamanya 1 (satu) bulan,

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan

Fasal 13

Dengan nama Pajak Hiburan dipungul pajak alas penyelenggaraan
hiburan;

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran,

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;

. tontonan film;

. pagelaran kesenian, musik, lari, dan/atau busana:

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya:

pameran;

. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

sirkus, akrobal, dan sulap;

. permainan bilyar, golf, dan boling;

- pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

O /0o QA0 oo



(H

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

i panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (filrness centor)

dan
i pertandingan olahraga

Pasal 14

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmali

Hiburan;

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang

menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 15

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima alau
yang seharusnya ditenma oleh penyelenggara Hiburan.

Jumlah uang yang seharusnya dilerima sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) lermasuk potongan harga dan likel cuma-cuma yang diberikan kepada

penerima jasa Hiburan,

FPasal 16

Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis Hiburan adalah |

a. lontonan film sebesar 10%;
b pagelaran kesenian, musik, lari, danfatau busana sebesar 10% (sepuluh

perseny,
c. kentes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sehesar 10% (sepuluh
persen),;
pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
sirkus, akrobal, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen):
permainan bilyar, goll, dan boling sebesar 25% (dua puluh lima persen):
pacuan kuda, kendaraan bermolor sebesar 20% (dua puluh persen):
permainan ketangkasan sebesar 35% (liga puluh lima persen):
refieksl, dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 15% (lima belas
persen),
pertandingan olahraga sebesar 15% (lima belas persen);
diskotik, karaoke, klab malam, panli pijat, da :
40% (empat puluh persen). PRE-Ph N mandi uap/spa sebesar

T oTa e

- X

Khusus Hiburan kesenian rakyatitradisional dikenaka if Paj i
ditetapkan sebesar 5% (lima persen). n tarif Pajak Hiburan

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Hiburan yarn ihi
_ _ : 9 terulang dihitung d
mengalikan tarif sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 16 a?yal ?? }gg:n {:;r;

(2) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15



(2)
(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi  atay

(3)

Pajak Hiburan yang terulang dipungul di wilayah Daerah;
Masa pajak hiburan adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Bagian Keempal
Pajak Reklame

Pasal 18

Dengan nama pajak reklame dipungul pajak alas setiap penyelenggaraan
reklame;

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame;

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi.
Reklame papan/billboard/videolron/megalron dan sejenisnya;
Reklame kain;

Reklame melekat, stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame udara:

Reklame apung;

Reklame suara;

Reklame film/slide; dan

Reklame peragaan

TeFasnpan o

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

a Penyelenggaraan Reklame melalui internel, televisi, radio, warta harnian,
warta mingguan, warla bulanan, dan sejenisnya,

b. Label/merek produk yang melekal pada barang yang diperdagangkan,
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya:

c. Nema pengenal usaha alauv profesi yang dipasang melekat pada
bangunan lempat usaha alau profesi diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan yang mengaltur nama pengenal usaha alau profesi lersebut.

d. Reklame yang diselenggarakan cleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah;

e. Penyelenggaraan Reklame vang berisi hi :
keagamaan yang tidak bersifal IIFF':t:n"ﬁers:';all; essn alp sanin

f. Penyelenggaraan reklame sosial yang tidak bersifal komersial-
Pasal 19

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi

menggunakan Reklame: atau  Badan yang

menyelenggarakan Reklame: Hadan yang



(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak keliga, pihak keliga
tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 20
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Rekiame;

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sew_a Hek]ame
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilelapkan berdasarkan nilai konlrak
Reklame;

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Fle'r.la_srne
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dihitung dengan memperl-_la!skan
faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, wakiu, jangka
wakiu penyelenggaraan, jumiah, dan ukuran media Reklame;

Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dikelahui danfatau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan
dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diletapkan sebagai berikut :

NSR = Nilai Strategis Lokasi x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka
Waktu x harga Satuan Reklame:

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (5)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(1)

(2)
(3)

(1)

FPasal 22
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tanf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayal (1),

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah;
Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 {salu) bulan.
Bagian Kelima
Pajak Penerangan Jalan

Fasal 23

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut

tenaga listrik: Pajak alas penggunaan



(2)

(3)

(4)

{1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
seluruh pembangkit listrik;

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah: | |
a. penggunaan tenaga lisirik oleh instansi Pemerintah dan Pemerinlah

Daerah; |
b. penggunaan lenaga listrik pada tempat-tempal yang digunakan oleh

kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik,
c. penggunaan lenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas

terteniu yang lidak memerlukan izin dari inslansi teknis terkait,

Pasal 24

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atall Badan yang
dapal menggunakan lenaga listrik;

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan tenaga listrik;

Dalam hal lenaga listrk disediakan oleh sumber lain, Waijib Pajak
Penerangan Jalan adalah penyedia lenaga listrik.

Pasal 25

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan:
dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran,
Nilai Jual Tenaga Lislrik adalah jumlah tagihan biaya bebanftelap
ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam
rekening listrk;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan : kapasilas tersedia (kwh) dikali dengan fingkat
penggunaan listrik ( 75% ) dikali dengan jangka waktu pemakaian listrik
(hari x jam) dikali dengan harga satuan fistrik (TDL) yang beriaku di

wilayah Daerah

Pasal 26

Tarif Pajak Penerangan Jalan diletapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

Penggunaan tenaga lislrik dari sumber lain oleh industri

: ‘ . ., perlambangan
minyak bumi dan gas alam, larif Pajak Pener i
O ot J angan Jalan ditetapkan

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan iri. tari i
: sendin, t
Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima PEFEE?-.T Pajak Penerangan



(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 27

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

Pajak Penerangan Jalan yang terulang dipungut di wilayah Daerah;

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk
penyediaan penerangan jalan;

Masa pajak penerangan jalan adalah jangka waklu yang lamanya 1 (salu)
bulan,

Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 2B

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas
kegialan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegialan
pengarnbilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
asbes;
batu tulis;
batu setengah permata,
batu kapur,
batlu apung;
batu permala;
benlonit;
dalomit;
[eldspar,
garam batu (halite).
grafit;
granilfandesit;
. gips;
kalsit;
kaalin;
leusit;
magnesil;
mika,
marmer,
nitral;
opsidien,
oker;
pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;
periit,
. phospat;
aa. lalk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
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dd. tanah liat;

ea. lawas (aflum);

ff. tras;

gg. yarosif,

hh. zeolil;

ii. basal,

ji. trakkit; dan _

kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraluran perundang-undangan,

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-
nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperi kegialan
pengambilan lanah untuk keperluan rumah tangga. pemancangan hang
listriktelepon, penanaman kabel listrik/lelepon, penanaman pipd airlgas;
b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
merupakan ikulan dari kegiatan pertambangan lainnya, yand tidak

dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 29

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi alau
Badan yang dapat mengambil danlalau-peagguhe Mineral Bukan Logan

dan Batuan;

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan adalah orang pribadi atau
Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 30

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual
Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volumeftonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga slandar
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah harga rata-rata
yang berlaku di daerah;

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Baluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulil diperoleh, digunakan harga
standar yang ditetapkan oleh inslansi yang berwenang dalam bidang
perlambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. ) )

Pasal 31

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan ditetapkan sebesar 25% (dua
puluh lima persen).



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

Pasal 32

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30:

Eﬂiﬂk Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah
aerah;

Masa Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah jangka waklu 1 (satu)
bulan dan sesuai dengan masa penggunaannya.

Bagian Ketujuh
Pajak Air Tanah

Pasal 33

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/alau
pemanfaatan air tanah:

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanlaalan aic lanah,

Dikecualikan dari objek pajak alr tanah adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah unluk keperluan dasar rumah tangga, pengairan
pertanian dan perikanan rakyal, serta penbadatan.

Pasal 34

Subjek pajak air tanah adalah orang pribad) alau badan yang melakukan
pengambilan danfatau pemanfaatan air fanah;

Waijib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan danfatau pemanfaalan Air Tanah.

Pasal 35
Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah:

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam rupiah yang dihilung dengan mempertimbangkan sebagian atau
seluruh faktor-faklor berikut:

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

c. tujuan pengambilan dan/alau pemanfaatan air:

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan:

e. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan
dan/atau pemanfaalan air.



(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 36

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah;
Masa Pajak Air tanah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 38

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak alas
pengambilan danfatau pengusahaan Sarang Burung Walet,

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet;

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP),
Pasal 39

Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet:

Wajib Pajak Sarang Burung Walel adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan danfatau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 40

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang
Burung Walel;

Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihilung berdasarkan perkalian amara harga pasaran umum Sarang Burung

ﬁa:e: yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume Sarang Burung
alet,



e

Pasal 41
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
FPasal 42

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang lerutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 41 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

(2) Pajak Sarang Burung Walet yang lerutang dipungut di wilayah Daerah;

(3) Masa Pajak Sarang burung walet adalah sesuai dengan masa
pengambilan.

Bagian Kesembilan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pasal 43

(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
dipungul pajak atas setiap kepemilikkan, penguasaan danfalau pemanfaalan
bumi dan/alau bangunan;

(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi
danfatau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, danfatau dimanfaatkan oleh
arang pribadi alau Badan, kecuah kawasan yvang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;

(3) Termmasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a. jalan lingkungan yang terlelak dalam satu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesaluan
dengan kompleks Bangunan lersebut,
jalan lol,
kolam renang,
pagar mewah,
lempat olahraga,
galangan kapal, dermaga,
taman mewah;

. fempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
menara,

TF@ e o000

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Ban
dan Perkotaan adalah objek pajak yang: gunan Pedesaan
a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah un
pemerintahan; Wk penyelenggaraan
b. digunakan semata-mata unluk melayani kepentingan e
i - umu
Ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudgyaan na:‘iﬂ:lmbld:;ﬂ
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan: ik

c. digunakan untuk k
dﬁlgngﬂn . uburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

d. merupakan hulan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah

neqara yang belum dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulal berdasarkan asas
pedakuan limbal balik; dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditelapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 44

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan dan adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasal,
dan/atau memperoleh manfaal atas Bangunan;

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Buml
danfatau memperoleh manfaat atas Bumi, danfatau memiliki, menguasal,
dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 45

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
adalah NJOP;

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3
(tiga) tahun, kecuali unluk objek pajak terlentu dapat ditetapkan setiap
tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya,

Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Bupati .

Pasal 46

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilelapkan sebesar
0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (5).



(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 48
Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender,

Saal menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak
pada tanggal 1 Januari;

Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah Daerah,
Pasal 49
Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP,

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar, dan lengkap serta dilandatangani dan disampaikan kepada Bupal
Lebong, selambat-lambalnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal
diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 50
Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT,

Bupali dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikul:

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayal (2) ti::lalrl.
disampaikan dan setelah Wajib Pajak dilegur secara lerlulis oleh Bupati
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau kelerangan lain ternyata jumiah
pajak yang lerutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kezepuluh
Bea Perolehan Hak Alas Tanah Dan Bangunan

Fasal 51

Dengan nama Bea Perolehan Han Atas Tanah dan Bangunan dipungut
pajak atas seliap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
Perolehan Hak atas Tanah danfatau Bangunan;

Perolehan Hak atas Tanah danfatau Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputic
a, pemindahan hak karena:
i} jual beli;
2) tukar menukar,
3) hibah;,
4) hibah wasiatl,
5) waris;
6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain:
7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan:
8) penunjukan pembeli dalam lelang;



.1"""_

(4)

(9)

(1)

(2)

M

(2)

~ um
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyal kekuatan huk

letap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha, atau
13) hadiah,
b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; alau
2) diluar pelepasan hak.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan

hak pengelolaan.

~eooocH

Objek pajak yang fidak dikenakan Bea Perolehan Hak alas Tanah dan
Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
a. perwakilan diplomatik dan konsulat b

timbal balik; _
b. negara uniuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang dlte_tapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha
atau melakukan kegialan lain di luar fungsi dan tugas badan atau
perwakilan organisasi tersebul]

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak alau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf| dan _ .

orang pribadi alau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

erdasarkan asas perlakuan

=h

Pasal 52

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan adalah crang
pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 53

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
Nilai Perolehan Objek Pajak;

Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
hal;

a. jual beli adalah harga fransaksi;

b. tukar menukar adalah nilai pasar;

¢. hibah adalah nilai pasar;

d. hibah wasial adalah nilai pasar;



(3)

(4)

()

(6)

{7)

(8)

e. waris adalah nilai pasar: .

. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilal
pasar;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilal pasar, I

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunys
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; : "

. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan ha
adalah nilai pasar: e :

j. pemberian hak baru alas tanah di luar pelepasan hak adalah nilar pasar,

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

. peleburan usaha adalah nilai pasar:

m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau ;

0. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga lransaksi yang
tercantum dalam risalah lelang;

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf n tidak dikelahui atau lebih rendah daripada
NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Iﬁangunan pada
tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakal adalah NJOP
Pajak Bumi dan Bangunan;

Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
Ayat (3) belum ditetapkan pada saal terutangnya BPHTB, NJOP F‘a!ak
Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Sural Keterangan NJOP Pajak

Bumi dan Bangunan;

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada Ayal (4) adalah bersifat sementara;

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
Ayat (3) dapat diperolah di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang

berwenang di Kabupaten Lebong;

Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling
rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 {enam puluh juta rupiah) untuk setiap

Wajib Pajak;

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajal ke alas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suamifistri, Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000.00
(tiga ratus juta rupiah).

Pasal 54

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima
persen).



Pasal 55

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang

(2)

(1)

(2)

(1)

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksrud
dalam Pasal 53 ayal (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak
:;?ak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) dan ayat

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang lerutang dipungul di
wilayah Daerah.

Pasal 56

Saal terulangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/alau Bangunan
ditetapkan untuk:
jual beli adalah sejak langgal dibuat dan ditandatlanganinya akla,
. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
hibah adalah sejak tanggal dibual dan ditandatanganinya akta;
. hibah wasiat adalah sejak tangga!l dibuat dan ditandatanganinya ak!a;
. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftackan peralihan
haknya ke kantor bidang pertanahan;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akla,
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak langgal
dibual dan dilandatanganinya akla;
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjulan dari pelepasan hak
adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal
diterbitkannya surat kepulusan pembenan hak;
k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibual dan
ditandatanganinya akla;
|. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta,;
m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akia;
n. hadiah adalah sejak tanggal dibual dan ditandalanganinya akta; dan
0. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

Poo o

——

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak
sebagaimana dimaksud pada ayal (1).

Pasal 57

Pejabal Pembual Akta Tanah/Nolaris hanya dapat menandatangani akta
pemindahan Hak atas Tanah danfatau Bangunan setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukli pembayaran pajak; ]



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(<)

(3)

(1)
(2)

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapal
menandalangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah _dam’atau
Bangunan setetah Wajib Pajak menyerahkan bukli pembayaran pajak;

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pandafta:_mn Hak
alas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah selelah Wajib Pajak

menyerahkan bukti pembayaran pajak.
Pasal 58

Pejabat Pembuat Akla Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risale_ih Ielqng
Perolehan Hak atas Tanah danf/atau Bangunan kepada Bupali paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikulnya;

Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 59

Pejabal Pembuat Akia Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar kelenluan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayal (2) dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp 7.500 000,00 (lujuh juta lima ratus

nbu rupiah) untuk setiap pelanggaran;

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidang;
pelayanan [elang negara, yang melanggar kelenluan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenakan sanksi administratil berupa
denda sebesar Rp250.000,00 (dua ralus lima Pulub rnibu rupiah) untuk

setiap laporan;

Kepala kantor bidang pertanahan vang melanggar ketenluan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayal (3) dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraluran perundang-undangan.

BAB Il
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 60
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
Seliap Waijib Pajak wajib membayar Pajak Yang terutang berdasarkan surat

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan:



(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajaknn bordasarkan penelapan
Bupati  dibayar dongan menggunakan SKPD atau dokumen lam yanag

dhipersamakan,

(4) Dokumen lnin yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayal (3)
berupa kareis dan nota pathitungan,

(5) Jenis pajak yang dipungut dengan pemenuhan kewajiban perpajakan
berdasarkan penelapan Dupali sebagaimana dimaksud pada Ayat (3]
adalah:

a. Pajak Air Tanah;
b. Pajak Reklame;
¢. Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan,

(6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKA, danfatay SKPDKBT;

(7) Jemis pajak yang dipungul dengan pemenuhan kewajiban perpajakan sendin
sebagaimana dimaksud pada Ayal (6) adalah :
a. Pajak Halel!
b. Pajak resloran,
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Penerangan Jalan;
e.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan,
I
g

Pajak Sarang Burung Walel,
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Paszal G1

(1) Dalam jangka waklu 5 (lima) tahun sesudah saal terutangnya pajak, Bupali
dapatl menerbitkan:

a  SKPDKH dalam hal.

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau kelerangan lain, pajak
yang terulang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD fidak disampaikan kepada Bupali dalam jangka waklu
15 (lima belas) hari kerja dan setelah ditequr secara terlulis lidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat
leguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihilung secara jabalan,

b. SKPDKBT jika ditemukan dala baru dan/atau dala yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
lerutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang ferutang sama besarnya dengan
|urf1lil1 kredt pajak alau pajak tidak lerulang dan tidak ada kredit
pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang lerulang dalam SKPDKB i
dlmqk;ud pan:la ayal (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikeiigﬁagﬁ:;
adminislralif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lam
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak: g lama



(3)

(4)

(3)

(1)

(2)

(N

(2)
(3)

(1)

inm!nh kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagamana

htmahsud pada ayal (1) hurul b dikenakan sanksi administralil berupa

mrr:g;:.n‘n sebesar 100% (seralus persen) darl jumlah kekwiangan pajak
Ui,

H‘EF‘““‘“" sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratil berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
adminisirahf berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung fari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waklu paling lama
24 (dua puluh empal) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 62

Tala cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPPT,
SPTPD. SKPDKB. dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (3) dan ayat (4) dan Ayal (6) diatur dengan Peraluran Bupali;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPPT, SPTPD, SKPDKB,
dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayal

(5) diatur dengan Peraturan Bupali .

Pasal 63

Khusus untuk Bea Perolehan Hak Millk Alas Tanah dan Bangunan pajak
{erutang dibayar dengan menggunakan SSPL,

SSPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) juga merupakan SPTPD,

SSPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Bupali
atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

Bagian Kedua
Sural Tagihan Pajak

Pasal 64

Bupali dapat menerbitkan STPD jka

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b dari hasil penelitian SPTPD lerdapal kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hilung;

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau

denda.

C.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

JI_..II'I"I'lﬂh kehumngan palak yang lerutang dalam STPD sebagamana
ﬂlmil_k?-Ud Pada ayal (1) hurul a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administralif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saal terulangnya pajak;

SKPD yang lidak alau kurang dibayar selelah jatuh lempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dan ditagih melalul STPD,

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 65

El{lﬂﬂﬁ menentukan langgal jaluh lempo pembayaran dan penyetoran
pajak yang terutang paling lama 30 (liga puluh) hari kerja setelah saat
lerutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak {anggal
dilerimanya SPPT aleh Wajib Pajak,

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembelulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan
pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan;

Bupali atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapal memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur alau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan;

Ketentuan lebih lanjut mengenal lata cara pembayaran, penyetoran, lempal
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan

Peraturan Bupati .

Fasal 66

Pajak yang lerutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT,
STPD. Surat Keputusan Pembelulan, Sural Kepulusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak alau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada

waklunya dapat ditagih dengan Sural Paksa;

Penagihan pajak dengan Surat FPaksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberalan dan Banding

Pasal 67

Wajib Pajak dapal mengajukan keberatan hanya kepada Bupali alau

pejabat yang dilunjuk alas sualu:
a. SPPT,
b. SKPD;



(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

()

c. SKPDKS:
d. SKPDKBT:
e. SKPDLB:

f.  SKPDN: dan
Q.

Pemotongan alau pemungutan oleh pihak keliga berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

Heberatan diajukan secara lertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas:

Keberalan harus diajukan dalam jangka waktu paling fama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan alau pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka wakiu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya;

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Waijib Pajak;

Keberatan yang tidak memenuhi persyaralan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang dilunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui sural
pos lercatal sebagai landa bukli penerimaan surat keberatan.

Pasal 68

Bupali dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak langgal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan;

Keputusan Bupali atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, alau menambah besarnya pajak yang terutang;

Apabhila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati lidak memberi sualu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

FPasal 69

Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak ferhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupali,

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara lerlulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari
sural keputusan keberatan tersebut;



(3)

(1

(2)

(3)

(4)

{3)

(1)

(2)

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

Pasal 70

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
alau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan unluk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLE!

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, VWayb
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% {lima puh.!h_n
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangt
dengan pajak yang ‘elah dibayar sebelum mengajukan keberatan,

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, ganksi
administralil berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan,

Dalam hal permohanan banding dilolak atau dikabulkan sebagian, Wajb
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seralus
persen) dari jumiah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Kelelapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 71

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupali dapal
membeltulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis danfatau
kesalahan hilung dan/alau kekeliruan penerapan ketenluan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Bupati dapal.

d. mEngUfﬂngkﬂn atau mEnghEPUSkﬂn sanksi administratif berupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dafam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar:

c. mengurangkan atau membatalkan STPD:

d. membatalkan hasil pemerksaan atau kelelapan '
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengapn tat; Hrf:zl:a :::g
ditentukan; dan



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(1)

e. : '
mengurangkan keletapan pajak lerutang berdasarkan perlimbangan

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

ﬁ;ﬁ:}uag lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
5:3 i a mlms!rahf dan pengurangan alau pembatalan ketetapan pajak
gaimana dimaksud pada ayal {2) dialur dengan Peraturan Bupali

BAD lI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 72

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapal mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati:

Bupali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membenkan keputusan;

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak dilerimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayal (1}, harus memberikan keputusan;

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayal )]
telah dilampaui dan Bupati  tidak memberkan suvatu kepulusan,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB atau SKROLB harus diterbitkan dalam jangka waklu paling lama 1
(satu) bulan;

Apabila Wajb Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebul,

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waklu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKPDLB:

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan selelah lewat 2
(dua) bulan, Bupali memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sabulan alas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak;

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB IV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 73

Hak untuk melakukan penagihan p:ajak mE:-n}a:li kedaluwarsa selelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terulangnya pajak,




(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

kecuali a " : . _
daerah: Pabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Kedaluwarsa penagihan pai . .
” a Ayat (1
tertangguh apabila: Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

g. ggerhitkan Sural Teguran danfatau Sural Paksa; atau
+ 244 Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

Eﬂlam hal diterbitkan Sural Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
Imaksud pada Ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
langgal penyampaian Surat Paksa tersebult;

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada

Ayal (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan

gamh !.II"I'IEI'HPUI'I}'EII utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
aerah;

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayatl
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permochonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Waijib Pajak.

Pasal 74

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

Bupali menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Tala cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraluran Bupati .

BAB V
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 75

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahu?t weiii;:r
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan:

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ;
dengan Peraturan Bupati . P ayat (1) diatur



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 76

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraluran perundang-undangan perpajakan daerah;

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperhhatkan dan/alau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Pajak yang terulang;

b.  memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap peflu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pemeriksaan Pajak diatur dengan
Peraluran Bupali,

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 77

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu,

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diletapkan
sebesar 5% (lima perseratus);

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayal (2) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Tata cara pembagian dan pemberian insentif pada masing-masing Aparal
Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupali perpedoman pada Peraturan Pemerinlah Nomor
69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfatan lsentif
Pemungulan Pajak Daerah dan Relribusi Daerah.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 78

Setiap pejabat dilarang memberﬁahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dafam
rangka jabatan alau Pﬂkﬂﬂqﬂ"“ﬁ' uniuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupali untuk membantu dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah:



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Dikecualikan dari
(2) adalah:

a. F‘e_:abatrdan lenaga ahli yang bertindak sebagai saksi alau saks 2l
dal_am sidang pengadilan;

Pejabatl dan/alau fenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk

memboerkkan keterangan kepada pejabal lembaga negara atau

Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam

bidang kevangan daerah.

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

b.

Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahl
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan kelerangan,

memperlihatkan bukli tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak
yang ditunjuk:

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana alau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdala, Bupali dapat memberi izin tertulis kepada pgz]abﬂt
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dan tenaga ahli sebagamana
dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihalkan bukli
tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat [5) harus
menyebulkan nama lersangka alau nama lergugal, kelerangan Yyang
diminta, serla kaitan antara perkara pidana alau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 79

Pejabal Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagal Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan F'emerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesual dengan kelenluan peraturan
perundangundangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menefima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah agar keterangan alau laporan tersebut menjadi lebih lengkap
dan jelas;

b. men{eliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan lindak pidana perpajakan Daerah:



(4)

(1)

(2)

€. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
EEhUbl{"ﬂan dengan lindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memenksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan lindak
pidana di bidang perpajakan Daerah: :

e melakukan penggeledahan unluk mendapatkan bahan  bukli
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
Penyitaan terhadap bahan bukfj lersebut:

f. meminta bantuan lenaga ahii dalam rangka pelaksanaan lugas
penyidikan lindak pidana di bidang perpajakan Daerah,

9. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memenksa identitas erang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Eemﬂlt_lrﬂt Seseorang yang berkaitan dengan lindak pidana perpajakan

aerah;

i, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi:

menghentikan penyidikan: dan/atau :

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabal Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Fidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuvangan Daerah dapat
dipidana kurungan paling fama 1 {salu) tahun atau pidana denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atay
mengisi dengan tidak benar atau tlidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang lidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Pasal 81

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui
I3ngka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atauy berakhirnya Masa
Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yan

bersangkutan. !



Pasal B2

{1} Pejabal atay lenaga  ahl; yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidak memenyhi kewajban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayal (1) dan ayal (2) dipdana dengan pidana

kurungan paling fama 1 (salu) tahun dan pi ling banyak
pidana denda paling
deﬂﬂﬂﬂﬂ'ﬂﬂﬂ [Efﬂpa[ juta [upiah};

{2) Pejabat atau tenaga apy yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja
tu_:l'ak memenuhi kewajrhannya alau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayal (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)

'”‘F'"mdﬂ" Pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupman),;

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar:

(4) Tunlutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Fasal 83

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal B0, Pasal B2 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005, Peraturan Daerah Nomor
06 Tahun 2005, Peraturan Daerah Momor 08 Tahun 2005, Peraturan Daerah
Nomor 09 Tahun 2005, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 lentang Pajak
Reklame, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 lentang Perubahan Alas
Peraturan Daerah Momor 07 Tahun 2005 lentang Pajak Pengambilan Dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pajak Penerangan Jalan, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007
lentang Pajak Hotel masih dapal dilagih selama jangka wakiu 5 (ma) tahun
sejak saal lerutang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat berlakunya Peraluran Daerah ini, maka

1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Ketenluan Umum Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomar 04);

2. Peraluran Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tenlang Pajak Sarang Burung
Walet (Lembaran Daerah Kabupalen Lebong Tahun 2005 Nemor 05):

3. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 lenlang Pajak Parkir {LEJ"I"Ib-':]I"EI'I.
Daerah Kabupalen Lebong Tahun 2005 Nomor 08);



4, Peraluran Daerah Nomar 07 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupalen
Lebong Tahun 2005 Mamor 07).

5. Peraluran Daerah Nomor 08 Tahun 2005 lenlang Pajak Resloran
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 08);
6. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tenlang Pajak Hiburan (Lembaran

Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 09);
7. Peraturan Daerah Momor 10 Tahun 2005 lentang Pajak Reklame

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 10,

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomar 07 Tahun 2005 lentang Pajak Pengambilan Dan
PEngﬂlﬂhﬂﬂ Bahan Galian Gulnngan C (Lembaran Daesrah Kabupaten
Lebang Tahun 2007 Nomar 6),

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor B);

10.  Peraluran Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pajak Holel (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 10)
dicabul dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86
(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan;

(2) Ketentuan mengenai Pajak Bumni dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan
mulal berlaku sejak langgal 1 januar 2013,

Agar seliap orang mengelahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Lebong
Ditelapkan di _ Tubei
padatanggal J4 ., - 2011

BUPATI LEBC Nﬁ.y

T

dy H. ROSJONSYAH

Diundangkan di _Tube|
pada tanggal «t-1- - §d . 2011
SEKRETARIS DAERAH LEBONG

A

H. ARBAIN AMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR S

\

FEMERINTAH KAPLPATEN LEGING l

BRGAN HUKLIM

= -y

ﬂ(/ SOORLARITRRLLC !
RETRRLS
h-__ g —=

A i




8.
10.

Peraturan
Pengnlﬂlmgagzﬂ:;r ug-ﬁ:ng? g":11411 2005 tentang Pajak Pengambilan Dan
:;Ebﬂng Tahun 20054 Nodhar UTlﬂ ongan C (Lembaran Daerah Kabupaten
[|i*?11|ll.l:r1:n [[!-':'.'?E::ll:ﬁmt? m'?' 08 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran
Peraturan Daerah N “Pupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 08),
Dagral kit =" ROmar 049 Tahun 2005 tentang Pajak Hibaran {(Lembaran
i abupalen Lebeng Tahun 2005 Nomor 09).
{Lii;;?;n gﬂﬁ'rﬂh Nomor 10 Tahun 2005 temtang Pajak Reklame
5 : _nﬂrah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomaor 10),

eraturan Daerah Nomor 6 Tihun 2007 lentang Perubalie Alas Paraturian
Daerah Nomor 07 Tahy 2005 fenlang Pajak  PMengambilan Dan
Pengolahan Bahan Galan Golangan C (Lembaran Dacrah Kabupaten
Lebeng Tahun 2007 Nomor &),
Peraluran Daerah Nomor 8 Tahun 2007 lentang Pajak Penerangan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten lL.ebong Tahun 2007 Nomor 8),
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel (Lembaran
Daerah Kabupalen Lebong Tahun 2007 Nomor 10)

dicabut dan dinyatlakan lidak berlaku.

Fasal 86

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

(2) Ketenluan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Paerdesaan dan Perkotaan

mulai berlaku sejak tanggal 1 januan 2013,

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan  di_ Tybei
pada tanggal /. -.": . 2011

BUPATI LEBONG,

Diundangkan di _Tubei

pada tanggal <---

s o 2011

SEKRETARIS DAERAH LEBONG

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR ., 5.



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DA ERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

UMUM

b SITbE:gal salah satu upaya untuk mewujudkan olonomi daerah yang

+ _Nyala, dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan
pembangunan daerah yang berasal dari pendapalan asli daerah, khususnya
yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian
daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan diharapkan
dapal lerwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NWegara Repubik Indonesia
Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kepegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyal, seper
pajak dan pungutan lain yang bersifal memaksa diatur dengan undang-
undang. Dengan demikian, pemungulan pajak daerah harus didasarkan
pada undang-undang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah, perluasan kewenangan darn seklor
pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan
memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tanf. Perluasan
kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperuas basis pajak
Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan
tarif.

Perluasan basis pajak lersebul yaitu Pajak Hotel diperluas hingga
mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga
mencakup pelayanan calering serla adanya penambahan 4 (empal) jenis
Pajak baru bagi Kabupalen/Kota, yaitu Fajak Air Tanah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkolaan dan Bea Perolehan Hak alas Tanah
dan Bangunan serta Pajak Sarang Eurung Walet. Dengan perluasan basis
pajak yang diserlai dengan pemberlan_ kewenangan dalam penetapan larif
tersebut, jenis pajak yang dapat dipungul oleh Daerah hanya yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Adanya pemberian kewenangan yang luas kepada daerah untuk
mengatur jenis pajak sebagatn'_lalna t!etah ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 periu disikapi dengan segera membenluk Peraluran
Daerah sebagai pengganti Peraluran Daerah yang telah ada maupun
membentuk Peraturan Daerah baru mengenai pajak daerah yang
sebelumnya belum menjadi kewenangan daerah. Upaya ini diharapkan
dapat meningkatkan potens pendapalan daerah sehingga kemandirian
daerah dalam membiayai pembangunan dapat tercapai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.



Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayal (4)
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Pengecualian aparemen, kondominium, dan sejenisnya
didasarkan atas izin usahanya.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Fasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Fasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Fasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)
Yang

dimaksud

dengan

“hiburan

berupa

kesenian

rakyalltradisional” adalah hiburan kesenian rakyattradisional yang
dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat
yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas,
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.



Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kawasan® adalah semud tanah dan
bangunan vang digunakan oleh perusahaan perkebunan,
perhutanan, dan perambangan di fanah yang diberi hak guna
usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan
{anah yang menjadi wilayah usaha perlambangan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayal (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan unluk memperoleh

keuntungan® adalah bahwa objek pajak ilu diusahakan l_.uﬂuk
melayani kepentingan umum, dan nyatanyata lidak ditujukan
untuk mencari keunlungan. Hal ini dapat diketahui antara I'a:r!
dari anggaran dasar dan anggaran rumah langga ::I_an
yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebul,
Termasuk pengertian Ini adalah hutan wisata millk negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurul e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayal (5}
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Penetapan NJOP dapal dilakukan dengan:;
a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah
suatu pendekalan/melode penentuan nilai jual suatu objek



pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain
yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya Sama
dan telah dikelahui harga jualnya.

b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek
tersebut pada saal penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan
penyusulan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut

c. nilai jual pengganti, adalah sualu pendekalanfmetude
penenluan nilai jual sualu objek pajak yang berdasarkan pada
hasil produksi objek pajak tersebul.

Ayal (2) |
Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekall.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Ayal (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) |
Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan,

Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas,
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Contoh:
Wajib Pajak "A membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perclehan Objek Pajak = Rp.65.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 60,000 000,00 (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000,00
Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000,00 =Rp. 250.000,00
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)



Yang dimaksud dengan "risalah lelang” adatah kutipan risalah lelang
yang dilandalangani oleh Kepala Kantor yang membidang
pelayanan lelang Negara.

Ayal

()

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas,

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat

Ayat

Ayal
Ayat

Ayat

Pasal 61

(1)

Cukup jelas,

(2) |
Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan
oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. _
Cara perlama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah tarleh!h
dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain
yang dipersamakan. :

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang
memberikan kepercayaan kepada Wajlb Pajak uniuk menghilung.
memperhilungkan, membayar, dan melaporkan sendin pajak yang
lerutang dengan menggunakan SFTPD,

(3)

Cukup jelas.

(4)

Cukup jelas.

(5) |

Waijib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar
sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang lerutang dengan
menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung,
memperhilungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang
lerutang ltidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya,
dapat diterbitkan SKPDKB danfatau SKPOKBT yang menjadi
sarana penagihan.

Ketentuan ini mengalur penerbitan sural ketelapan pajak alas pajak

yang

dibayar sendiri. Penerbitan sural ketelapan pajak ditujukan kepada

Wajib Pajak tertenlu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam
pengisian SPTPD atau karena dilemukannya dala fiskal tidak dilaporkan

oleh Wajib Pajak.

Ayal

(1) /
Ketentuan ini membed kewenangan kepada Bupali uniuk dapat

menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap

kasus-kasus terentu, dengan perkalaan lain hanya terhadap Wajib

Pajak tertentu yang nyala-nyata atau berdasarkan hasil

pemeriksaan lidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban

material,

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak lidak menyampaikan SPTPD pada lahun
pajak 2009. Selelah ditegur dalam jangka wakiu lertenty juga
belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu



paling lama 5 (lima) lahun Bupati dapal menerbitkan SKPDKB
alas pajak yang lerulang. ‘

2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada (ahun pajak
2009. Dalam jangka waklu paling lama 5 (lima) tahun, fernyata
dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan lidak benar.
Atas pajak yanq terutang yang kurang bayar tersebut, Bupali
dapat menerbilkan SKPDKB dilambah dengan Sanksi
administralif.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah
diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waklu paling lama 5
(lima) tahun sesudah pajak yang terulang ditemukan data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Bupall
dapat menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyala
jumiah pajak yang terutang sama besarnya ﬁennnn_;unjlﬂh
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan lidak ada kredit pajak.
Bupati dapal menerbitkan SKPDN.

Huruf a
Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)

Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara jabatan”
adalah penelapan besarmnya pajak lerulang yang
dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang dilunjuk
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang
dimiliki oleh Bupati atau pejabat yang dilunjuk,

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Ayat (2) | _
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang lidak

memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari
pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waklu paling
lama 24 (dua puluh empal) bulan alas pajak yang lidak atau
lerlambat dibayar. Sanksi admimistratif berupa bunga dihilung sejak
saal lerutangnya pajak sampai dengan dilerbilkannya SKPDKB.
Ayat (3

* {[}.-;mm hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan
ditemukannya dala baru danfalau data yang sermula belum
terungkap yang berasal dan hasil pemeriksaan sehingga pajak
yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari
jumiah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini lidak dikenakan
apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan
pemenksaan.




Ayal (4)

Cukup jelas

Ayal (5)

Dalam hal Waijib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yailu Wajib
Pajak tidak mengisi SPTPD vyang seharusnya dilakukannya,
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang lerutang.

Dalam kasus ini, Bupali menelapkan pajak yang lerulang secara
Jabalan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi adminislralil berupa kenaikan sebesar 25% (dua
Puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

Sanksi administralif berupa bunga dihitung sejak saal terutangnys

pajak sampai dengan diterbilkannya SKPDKB
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara
lain, lahan pertanian yang sangal terbatas, bangunan ditempati
sendiri yang dikuasai alau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak
lertentu.




Ayal

(3)
Cukup jelas,

Pasal 72
Cukup jelas,

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas,

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77
Ayal

Ayat

Ayat

Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang mefaksanakan pemungutan”
adalah dinas/adan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemunguan Pajak.

?H"QI dimaksud kinerja tertentu adalah capaian realisasi
penerimaan Pajak.

(2)

Cukup jelas.

(3)

F_Ern!:terian besarmnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakya!l Daerah yang membidangi masalah
keuangan,

(4)

Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal B1

Cukup Jelas.

Pasal 82
Ayatl

Ayal

(1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidan :
tenaga Iahli yang ditunjuk oleh pEupa?i dEI:l?;aEEz:a i
menjamin bahwa kerahasiaan mengenaj perpajakan d Uy, Mt
akan diberitahukan kepada pihak lain juga agar Waii e Ltalk
memberikan data dan keterangan kepada :
[pée]rpajakan daerah lidak ragu-ragu, Pe
Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayal

Cukup jelas.

(4)
Cukup jelas.



pasal 83

Cukup jelas,
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas,
Pasal 86

Cukup jelas.
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